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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2014 NOMOR 201  

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 

NOMOR 41 TAHUN 2014  
 

TENTANG 

 
PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL  

PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang : bahwa untuk mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan 

retribusi daerah kabupaten kepada desa sebagaimana  

ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pembagian Dana Bagi Hasil 
Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  29   Tahun   1959 tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi             

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 3987); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851),  
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantaeng Tahun 2013 nomor 3); 
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 4 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2013 nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantaeng Tahun 2013 nomor 5); 
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 nomor 6) 
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MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng. 

2. Bupati adalah Bupati Bantaeng. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

Penyelenggara Pemerintah Daerah. 
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terurang oleh pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB 

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

 
Pasal 2 

 
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan 

dalam pembagian dana bagi hasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah .  
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : 

a. Memperlancar pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; dan 

b. Mengatur pembagian besaran alokasi hasil pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi daerah bagi Desa. 
 

BAB III 

PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH 

 
Pasal 3 

 

(1) Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengalokasikan bagian dari hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah kepada desa sebesar 10 %. 
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(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan : 
a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh 

Desa; dan 
b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi 

penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa 
penghasil.  

 

BAB IV 
PENYALURAN DANA BAGI HASI PENERIMAAN  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  

 
Pasal 5 

 
(1) Penyaluran dana bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

ke Desa dilakukan secara bertahap 

(2) Penyaluran dana bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 
kepada Desa diberi berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah. 
(3) Penyaluran dana bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap 

triwulan pada awal triwulan berikutnya. 
(4) Penyaluran dana bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

ke Desa untuk triwulan keempat dapat dilakukan pada bulan desember 

dengan dasar perhitungan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah bulan oktober dan november. 

(5) Dalam hal dana bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 
untuk bulan desember akan dialokasi pada tahun berikutnya sebagai 
alokasi kurang bayar dana bagi hasil penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

  

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. 
 
 

 
 

 
 

Ditetapkan di  Bantaeng 

Pada  tanggal  5 Agustus 2014                        
 
BUPATI   BANTAENG, 

Cap./ttd.    
H. M. NURDIN ABDULLAH 
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Diundangkan di Bantaeng 
Pada tanggal  5 Agustus 2014                        
 

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG 
 

 
 
Drs. H. ABD. GANI, MBA 

Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP  : 19550712 197903 1 007 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2014 NOMOR 201 
 

       

                


